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ABSTRAK :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6512); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang
Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah :

UU Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Rl Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4880); UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor
2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 5189); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara
RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPU Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi UU (Lembaran Negara Rl Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 6512); PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan



CATATAN :

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Rl Tahun 2017 Nomor 826)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Rl Tahun 2020 Nomor 159);
PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Rl
Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); KPT KPU Nomor 987/ PL/08.1-
Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1315/PL/08.1-
Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 987/PL/08.1-
Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; KPT KPU
Kabupaten Karimun Nomor 110/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/ VI1/2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 180 /PL.02.2-Kpt/2102/KPU-
Kab/VI11/2020 tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 sebagai
berikut :

1. Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2019, yaitu : syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Hasil Pemilu Tahun 2019 x 20% (dua
puluh persen) =30 x 20/100 = 6 (enam) kursi;

2. Memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi
perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Karimun Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu :
syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 x 25% (dua
puluh lima persen) = 126.289 x 25/100 = 31.573 (tiga puluh satu ribu lima
ratus tujuh puluh tiga) suara sah.

Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2020.
Lampiran 1 halaman.



